
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 1 1  ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
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Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan menjacli Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

JO. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tetang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

I 1. PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1 71 ,  Tambahan Lem bar an Negara Republik Indonesia Nomor5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun2019Nomor52,TambahanLembaranNegara Republik 
Indonesia Nomor6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 
9)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) 
Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

dan 

BUPATI CIANJUR 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Cianjur 

2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny adisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan; 

7. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah; 

8. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pemerintahan lain; 

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atasjasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan; 

11.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi 
daerah dan basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 

13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 
manfaat jangka pendek; 

14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; 

15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa; 
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17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama I (satu) periode anggaran; 

Pasal 2 

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah;dan 

c. Pembiayaan Daerah. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 berjumlah 
Rp4.539.108.758.301,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan 
rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp4.278.538.821.201,00 

b. Belanja Daerah 

c. Pembiayaan Daerah: 

1) Penerimaan 

2) Pengeluaran 

Rp4.480.308.758.301,00 

Defisit/Surplus 

Rp260.569.937.100,00 

Rp58.800. 000. 000,00 

Rp(201.769.937. 100,00) 

Pembiayaan Neto Rp201.769.937.100,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 

Pasal 3 

Pendapatan daerah sebesar Rp4.278.538.821.201,00 (Empat triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima 
ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), yang bersumber dari : 

a. Pendapatan asli daerah; 
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b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

.Pasal 4 

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 
Rp957.950.782.959,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus 
delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp247.248.060.043,00 (Dua ratus empat 
puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu empat puluh tiga rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp50.268.346.204,00 (Lima puluh 
miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 
Rp650.434.376.712,00 (Enam ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh 
puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah). 

Pasal5 

( 1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar 
Rp3.315.788.038.242,00 (Tiga triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga 

puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 
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(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pu sat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a sebesar 
Rp3.021.644.662.000,00 (Tiga triliun dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus 
enam puluh dua ribu rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer An tar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp294.143.376.242,00 (Dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus 
tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). 

Pasal 6 

(!) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar 
Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratusjuta rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan hibah; 

b. Danadarurat;dan 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a sebesar Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar 
delapan ratus juta rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (!) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 
Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp4480308758301,00 (Em pat triliun empat ratus delapan 
puluh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus Hrna puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiriatas: 

a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga;dan 

d. Belanja transfer. 
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Pasal 8 
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp3.176.549.140.378,00 

(Tiga triliun seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu 
tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah;dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rpl.541.177.510.036,00 (Satu triliun 
lima ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu tiga puluh enam 
rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl.486.893.065.342,00 (Satu 
triliun empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh lima ribu 
tiga ratus empat puluh dua rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO(Nol rupiah). 
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga 

puluhjuta rupiah). 
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rpl42.244.065.000,00 (Seratus empat 

puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah). 
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf f sebesar Rp5.904.500.000,00 (Lima miliar 

sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). 
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Pasal9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp497.567.562.038,00 
(Empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu 
tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi; 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;dan 

f. Belanja Modal Aset Lainnya 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a sebesar Rp5.065.000.000,00 (Lima miliar 
enam puluh lima juta rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b sebesar 
Rp133.041.346.960,00 (Seratus tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam 
ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c sebesar 
Rp89.578.130.718,00 (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh 
ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 
Rp239.807.113.360,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus tiga betas ribu 
tiga ratus enam puluh rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e sebesar Rp30.075.971.000,00 
(Tiga puluh miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 
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Pasal 10 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufc sebesar Rp43.957.706.661,00 (Lima 
belas miliar dua puluh limajuta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). 

Pasal 11  
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp762.234.349.224,00 

(Tujuh ratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu 
dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Hasil;dan 
b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp29.751.640.624,00 (Dua puluh 
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat 
rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp732.482.708.600,00 
(Tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus 
rupiah). 

Pasal 12 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp201.769.937.100.00 (Dua ratus satu 
miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 
(I) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar 



13 

Rp260.569.937. I00,00 (Dua ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus 
tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjamandaerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;dan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rpl 10.569.937.100,00 (Seratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus 
tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol 
rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp0,00 (Nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud padaayat ( 1 )  huruf d sebesar Rp150.000.000.000,00 
(Seratus lima puluh miliar rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e sebesar 
Rp0,00 (Nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,0 (Nol rupiah). 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar 
Rp58.800.000.000,00 (Lima puluh delapan miliar delapan ratusjuta rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah;dan 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 
(Lima puluh miliar rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b sebesar Rp7.300.000.000,00 (Tujuh 
miliar tiga ratus juta rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rpl.500.000.000,00 (Satu miliar Hrna ratusjuta rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud padaayat huruf d sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksudpadaayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 

Pasal 15 

( 1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya 
surplus/(depisit) sebesar Rp(201.769.937.100,00) (Minus dua ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh 
sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah); 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
sebesar Rp201. 769. 937.100,00 (Dua ratus satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus 
tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah). 
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Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi 
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 
2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah 
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ataukejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang 
lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
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I. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran Ill 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

14. Lampiran XIV 

15. Lampiran XV 

16. Lampiran XVI 
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Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Keiompok dan Jenis Pendapatan, Beianja, dan 
Pembiayaan; 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerinta.han Daerah dan Organisasi; 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keiuaran; 

Rekapituiasi Beianja Daerah Untuk Keseiarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengeioiaan Keuangan Negara; 

Rekapituiasi Beianja Untuk Pemenuhan SPM; 

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan 
APBD; 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Goiongan dan Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (mult ears); 

Daftar Dana Cadangan;dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal 18 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah K.abupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 

pada tanggal 29 Desember 2022 

BUPATlCIANJUR, 

ttd/cap 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 

9 Desember 2022 

ERAH KABUPATEN CIANJUR, 

SYAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 40 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINS! JAWA BARAT (6/294/2022) 


